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ZAKIAH  (B111 10 015), dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DALAM HAL RESTITUSI DI 
KOTA MAKASSAR (Studi Tahun 2010-2012)”.Di bawah bimbingan 
M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan 
hukum terhadap korban kejahatan dalam hal pemberian restitusi di 
kota Makassar dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi 
dalam upaya pemberian restitusi bagi korban kejahatan di kota 
Makassar.  
 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 
dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di 
Polrestabes Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan wawancara 
kepada korban kejahatan untuk mengetahui impelmentasi 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal pemberian 
restitusi dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya 
pemberian restitusi. Selain itu, Penulis juga mewawancarai pihak-
pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu 
penyidik di bagian Kasat Reskrim Polrestabes Makassar serta korban 
kejahatan dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Peneliti juga 
melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan 
menelaah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian ini antara lain : (1) Secara 
garis besar implimentasi perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan dalam hal restitusi di Kota Makassar belum optimal. Hal ini 
terkait dari faktor bahwa lebih banyak korban menggunakan upaya 
Non Litigasi (Perdata atau mediasi) daripada litigasi. (2) Kendala yang 
dihadapi dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban kejahatan di 
Kota Makassar, antara lain ketidaktahuan masyarakat akan adanya 
PenggabunganPerkara Gugatan Ganti Kerugian di Tingkat Pengadilan. 
Dengan kejadian tersebut memberi efek trauma kepada korban  
korban tidak mau mengingat kejadian tersebut sehingga terkendala 
dalam pemenuhan ganti kerugian, sulit bagi korban karena menyita 
banyak waktu dan proses yang berbelit-belit dan jumlah ganti rugi 
yang diputuskan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami korban 
selain itu adanya perbedaan status sosial pelaku dan korban, dalam 
hal korban memiliki status sosial lebih tinggi dari pelaku akan 






Alhamdulillaahirabbil‟alamin segala puji bagi ALLAH SWT, syukur 
yang setinggi-tinggi dan sebesarnya penulis hanturkan atas segenap 
berkah kesehatan,umur,waktu dan ilmu yang telah diberikan Nya, Salam 
dan shalawat penulis lirihkan kepada yang dicintai Muhammad Rasulullah 
Saw.  
Skripsi ini merupakan tugas akhir demi memenuhi salah satu syarat 
untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Kejahatan Dalam Hal Restitusi di Kota Makassar ( Studi Tahun 2010-
2012) ” 
Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan dan 
dorongan berbagai pihak selama penulis menempuh pendidikan, 
penelitian serta penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya 
bila penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada : 
Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua tercinta, 
Ayahanda Drs Bushran Ms dan Ibunda Sumarni SE yang telah 
melahirkan, mengasuh, dan atas segala curahan kasih sayang, bimbingan 
doa dan motivasi yang selalu di berikan kepada penulis sampai saat ini, 
vii 
 
memiliki ke dua orangtua seperti beliau adalah hal yang terindah dan 
istimewa dari ALLAH SWT 
Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis sampaikan  
terima kasih sedalam-dalamnya  kepada Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., 
M.H dan Hj. Nur. Azisa,S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah 
berkenan memberikan waktu luang serta perhatian ditengah kesibukan 
beliau. Atas bimbingan,saran, ilmu yang sangat berharga serta kesabaran 
dalam proses bimbingan dari beliau sekalian,selanjutnya penulis juga 
menyampaikan ucapan terima kasih Penulis sampaikan Kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya; 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,D.F.M selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin; 
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori 
Ilyas,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin serta Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H selaku Wakil 
Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H selaku Penasihat akademik penulis 




5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 
selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi. 
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S, Bapak H. M Imran Arief, S.H., 
M.H, Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H dan Bapak Kaisar Kamruddin SH 
selaku dosen penguji dan penguji pengganti yang telah memberikan  
masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
7. Segenap Guru  Besar dan Dosen yang telah mengajari, memberikan 
petunjuk dan membimbing penulis selama ini. 
8. Kepada Adik-adiku tercinta  Zam Zam Dwi Ayu Putri, Zahid Tri Ade 
Putra dan Muh Fahreza terima kasih atas  sudah menjadi obat 
penyejuk hati 
9. Sepupu Tercinta Hajra, Habriani, Uni terima kasih buat bantuan doa 
dan semangat yang telah diberikan selama ini 
10. Rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Big Mam, 
Mama Anti dan Mama Mia, Mama Tati atas doa dan semangat yang 
selalu diberikan sampai penulis menyelesaikan studi ini. 
11. Seluruh Staff  Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah 
hingga berkas ujian skripsi khususnya Pak Bunga, Pak Ramalang, Pak 
Usman, Ka Tia, Ka Sardi dan Ibu Sri 
12. Staff Administrasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Kakak Afiah Mukhtar, S.Pd dan Ibu Nurhidayah, S. Hum 
ix 
 
kesempatan yang diberikan untuk meminjam referensi yang 
dibutuhkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
13. Kepada Polrestabes Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah 
membantu Penulis selama proses penelitian berlansung  
14. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar dan jajaranya yang telah 
membantu Penulis selama proses penelitian berlangsung. 
15. Saudara-saudaraku seperjuangan dari Maba sampai saat ini Navira 
Araya Tueka SH, Sutriani Sudarman SH, Kattya Nusantari Putri SH,St. 
Hatijah SH, Dewiyanti Ratnasari SH, Siti Hardianti Rahman SH, , 
Mutiah Sari SH, Waode Dwirahayu Merdeka Wati, Ziqra Mauliana, 
Zulkifli Mukhtar SH, Ridwan Saleh SH, Muchtadin Al Attas SH, Adi 
Suriadi SH, Jumardi SH, Nurdiansyah, Muh. Ikram SH, H.Syafaat 
Anugrah Pradana SH,Arini Nur Annisa SH, Ariel Surya Ananda SH dan 
Zulfikar Terima Kasih atas segala dukungan, motivasi, kasih sayang, 
persaudaraan, suka-duka dan kesetiakawanan kalian selama ini 
sukses buat kita semua dan Buat seseorang terima kasih buat 
dukunganya   
16. Keluarga ke dua ALSA LC UNHAS (Asian Law Students Association) 
periode Priode 2010-2011. 2011-2012 Zulkfli Mukhtar, Ridwan Saleh, 
Adi Suriadi, Zulfikar, Nurdiansyah, Jumardi, Muchtadin Alatas, Ikram 
Nur Fuady, Siti Hardianti Rahman, Dewiyanti Ratnasari, Navira Araya 
Tueka, Mutia Sari, Kattya Nusantari Putri  dan adik adiku di ALSA 
dede,iin ,helvy, ismi, dian, dayat,haedar, fadlan, ismi, oji,dedet, fika, 
x 
 
rifka, suci, rini, dini,tari  dan spesial buat Andi Batari Anindhita dan 
Nursakinah terima kasih telah menjadi obat hati dan pikiran. 
17. Kakanda tercinta Irfan Marhaban SH, Siti Nurlin SH, Muh Tizar 
Adiyatma SH,Asrianto Sultan SH, Muhammad Iswan SH terima kasih 
karena telah meluangkan waktu dan Idenya untu saran saran skripsi ini 
18. Teman-teman Kelas A, Arini nur annisa, H Syafaat anugrah pradana , 
Aril surya ananda, Lestari Wulandari, Rabiatul adawiyah, Agni lestari 
yusuf, Asma, Maryam, Arya fitri , Amiruddin, dan Akram. 
19. Sahabat sahabat tercinta Rahmadhani Ismail, Nadinda ilham, Titin 
Indriani, Rahma Sri Ekawati, Wahyuni, Eka Puspita, Yusrawita dan 
Nurul Rahma terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan 
selama ini. 
20.  Keluarga Besar KKN UNHAS gel 85 Polman Sulbar Kec Matakali 
Desa Bunga-bunga,Ka addang, Ical, yaya,dila,kevin,nini. Warga Desa 
Bunga-bunga Ka Nanna mama geng,ka aco,mama sopi,pakde dan 
bude,sofia,piang riri dan rifka. Terima kasih telah memberi pengalaman 
berarti selama penulis KKN disana. 
21. Tim Moot Court Competition MCC KONSTITUSI Bandung Unpad 2011, 
kak St Nurlin SH, kak Muh Tizar Adhiyatma SH,kak  Andi Putri Cahaya 
Khaerani SH, kak Haeril Akbar SH, kak Onna Bustang SH, kak 
Asrianto Sultan SH, kak Muh Zein SH, kak Andi Baso Amry SH, Muh 
Ridwan Saleh, Zulkifli Mukhtar, Zikra Maulian Dewi, Dewiyanti 
Ratnasari, ST Hatijah Arsyad, Siti Hardianti Rahman, Helmi 
Riyaddisolihin,Amiruddin, Fahmi Zaimir, Ikram Nur Fuady. 
xi 
 
22. Tim Karya Ilmiah Kemaritiman 2012 Mardewiwanti dan Muhammad 
Fadly 
23. Tim Moot Court Competition MCC Perdata Bulak Sumur  Yogyakarta 
UGM 2012 kak Vita Haya SH,kak Zainul Alim, Navira Araya Tueka, 
Dewiyanti Ratnasari, Audy Rahmat, Inay, Ahmad Nur Setiawan,Juwita 
Permatahati,Dian Anggreani,St Dwi Adawiyah,Atifatul Ismi,Siti 
Kharunnisa, Andi Rinanti Batari, Muhammad Fadlan. 
24. Untuk seluruh teman –teman Legitimasi Fakultas Hukum 2010 atas 
kebersamaanya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan 
pengalaman berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin 
Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga 
terselesaikanya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 
akhir kata sekaligus penutup,semoga pengetahuan yang penulis peroleh 
selama ini dan apa yang tertuang dalam skripsi ini sebagai karya terakhir 
yang dapat penulis persembahkan sebagi mahasiswa strata satu, 
walaupun kecil semoga dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan 
bernilai ibadah di Sisi Nya amin... Jazakullahu khairan.... 









HALAMAN JUDUL ......................................................................  ... i 
PENGESAHAN PEMBIMBING ...................................................  ... ii 
PERSETUJAN PEMBIMBING.................................................... .  ... iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI........................... ... iv 
ABSTRAK................................................................. ...................  ... v 
KATA PENGANTAR ...................................................................  ... vi 
DAFTAR ISI ................................................................................  ... iii 
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................  ... 1 
A. Latar Belakang Masalah   .................................................  ... 1 
B. Rumusan Masalah  ..........................................................  ... 8 
C. Tujuan Penelitian  ............................................................  ... 9 
D. Manfaat Penelitian  ..........................................................  ... 9 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....................................................  ... 11 
A. Perlindungan Hukum  .......................................................  ... 11 
1. Pengertian Perlindungan Hukum  ..........................  ... 11 
2. Bentuk – bentuk perlindungan hukum korban 




B. Perlindungan Hukum Korban dalam Hal Ganti Rugi  
dalam instrumen Hukum Internasional dan Hukum 
Nasional  ..........................................................................  ... 16 
1. Instrumen Hukum Internasional .............................. ....   .. 16 
2. Instrumen Hukum Nasional  ........................................  ... 19 
C. Korban Kejahatan .............................................................  ... 21 
1. Pengertian Korban Kejahatan ..................................... .  . 21 
2. Hak dan Kewajiban Korban Kejahatan ........................
 ...................................................................................  ... 24 
D. Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Korban 
Kejahatan  ........................................................................  ... 27 
1. Pengertian Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi  ....  ... 27 
2. Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana  .................  ... 35 
3. Restitusi dalam Upaya Mediasi .............................. ....  ... 42 
BAB III METODE PENELITIAN ..................................................  ... 46 
A. Lokasi Penelitian  ........................................................  ... 46 
B. Teknik Pengumpulan Data ..........................................  ... 46 
C. Jenis dan Sumber Data ..............................................  ... 47 
D. Teknik Analisis Data  ..................................................  ... 48 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................... 49 
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam 
Hal Restitusi di Kota Makassar  ............................ 49 
xiv 
 
B. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi bagi 
korban kejahatan di Kota Makassar ............................. 66 
BAB V PENUTUP ......................................................................... 72 
A. Kesimpulan .............................................................. 72 
B. Saran ........................................................................ 73 












A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem 
hukum nasional dan proses penegakan hukum belum memperoleh 
perlindungan yang memadai. Padahal dalam konsep negara hukum 
selayaknya wujud perlindungan terhadap korban harus mendapatkan 
porsi yang besar sebagai bentuk perlindungan negara terhadap 
masyarakat,sehingga terkesan dalam pelaksanaanya korban sering 
dikesampingkan untuk memperoleh keadilan. 
Setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan 
perbuatanya dimana norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga 
apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi, adanya 
ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan 
pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan pengingkaran dari prinsip 
equlity before the law (persamaan dihadapan hukum)  . 
Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum 
materiil, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam 
KUHP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada mengenai 
2 
 
korban kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal 
dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan 
dalam penjelasan sebagai berikut:  
1) KUHP belum secara tegas. merumuskan ketentuan yang 
secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan 
hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan 
pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana 
terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak 
merumuskan tindak pidana restitusi (ganti rugi) yang 
sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau 
keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP 
cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, 
pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak 
terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang 
melatarbelakanginya sebagaimana dikatakan oleh Herbert 
Packer dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi 
perbuatan yang dilarang atau kejahatan dan mempunyai 
aspek kesalahan (guilt), serta ancaman pidana (punishment).  
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut 
aliran neo klasik yang antara lain menerima berlakunya 
keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak 
pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. 
Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang 
meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan 
pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang 
khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), di bawah umur dan 
sebagainya. Jika kita meihat penjelasan diatas, maka dapat 
disimpukan bahwa pengaturan KUHP terfokus terhadap 
pelaku dan pembahasan terhadap korban cenderung 
dilupakan. Idealnya, KUHP juga perlu lebih memperhatikan 
korban sebagai salah satu aspek yang sangat dirugikan 
akibat penderitaan karena perbuatan pelaku.  
Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit 
dalam KUHP. Misalnya dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku,perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh 
korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan 
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pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. 
(Rena Yulia, 2010 : 181) 
Menurut Dikdik Arief, perlunya diberikan perlindungan tidak saja 
merupakan isu nasional bahkan internasional oleh karena itu masalah 
ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, pentingnya perlindungan 
korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat  dari 
deklarasi Milan Italia September 1985 dalam salah satu 
rekomendasinya di sebutkan bahwa bentuk perlindungan yang 
diberikan mengalami perluasan tidak hanya di tujukan pada korban 
kejahatan ( victims of crime) , tetapi juga perlindungan terhadap korban 
akibat penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power). 
Masalah keadilan dalam kaitanya dengan penegakan hukum 
pidana memang bukan merupakan pekerjaan sederhana untuk 
direalisasikan banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat bahwa 
hal tersebut kurang mendapatkan perhatian yang serius dari 
pemerintah atau aparat yang berwajib, padahal sangat jelas dalam 
pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah 
perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat 
penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan 
Beradap serta Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Salah satu contoh kurang diperhatikanya masalah keadilan dalam 
penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan 
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hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan. Korban kejahatan 
yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam 
suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak 
yang diberikan Undang-undang kepada pelaku kejahatan padahal 
masalah keadilan tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan tetapi 
juga korban kejahatan. 
Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegakan 
hukum sering kali dihadapkan untuk melindungi dua kepentingan yang 
terkesan saling berlawanan yakni antara kepentingan korban yang 
harus dilindungi untuk memulihkan jiwahnya karena korban kejahatan 
dan kepentingan pelaku kejahatan yang dimana sekalipun dia bersalah 
akan tetapi manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. 
terlebih apabila atas perbuatanya itu belum ada putusan hakim yang 
menyatakan bahwa pelaku bersalah oleh karena itu pelaku dianggap 
sebagai orang yang tidak bersalah (Dikdik Arif, 2008:25). 
Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum 
mengedepankan hak-hak pelaku kejahatan, sementara hak korban di 
abaikan, menurut Andi Hamzah (Dikdik Arif, 2008:25)“ Dalam 
membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan 
hak-hak asasi manusia, ada kecendrungan mengupas hal-hal yang 




Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif 
dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan 
kesempatan untuk memperjuangkan hak dan memulihkan keadaanya 
akibat suatu kejahatan, sebagai contoh apabila pelaku tindak pidana 
kejahatan pencuri motor berhasil ditangkap oleh aparat kepolisian dan 
selanjutnya akan diproses secara pidana. Pada saat pelaku ditangkap 
ternyata motor hasil kejahatanya telah dijual dan dipakai berfoya-foya 
bersama teman-temanya. Dengan ditangkapnya pelaku tentunya 
membawa kegembiraan bagi korban, akan tetapi pada saat korban 
mengetahui bahwa motornya telah di jual, bagi korban tidak memiliki 
arti apapun karena bagi korban hal yang terpenting adalah bagaimana 
motor itu kembali dimiliki. 
Dalam hukum pidana yang menjadi aspek pembahasan ada tiga 
aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana itu 
dalam hal sanksi yang diberikan apabila peraturan tersebut dilanggar, 
adanya kaitan antara tiga pembahasan tersebut baik teori maupun 
prakteknya tidak dapat dicampuradukkan karena merupakan unsur 
yang berbeda yang disatukan dalam satu bagian yakni hukum pidana. 
seseorang dikatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan 
yang telah dilakukan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang 
berlaku hal ini termasuk dalam Kitab Undang-undang hukum pidana 
(KUHP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: 
“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan 
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ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada 
perbuatan itu” (R.Soesilo, 1995 : 27). 
Makna dari pasal tersebut di atas biasa dikenal dengan istilah asas 
legalitas yang mana hampir semua Negara yang menyatakan 
negaranya sebagai Negara hukum menganut asas tersebut, dengan 
tujuan perlindungan dari penguasa yang sewenang-wenang terhadap 
rakyatnya. 
Kejahatan yang merupakan hal kompleks yang terjadi di 
masyarakat  karena setiap kali terjadinya kejahatan hampir dapat 
dipastikan menimbulkan kerugian korban.Korban kejahatan tidak saja 
menanggung kerugian yang bersifat materil berupa hilangnya harta 
benda , sumber ekonomi bahkan nyawa. Namun juga kehilangan hal-
hal yang bersifat immateril, berupa tekanan psikologi seperti timbulnya 
rasa takut, sedih bahkan trauma yang berkepanjangan,tidak jarang 
ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak 
pidana yang menimpa dirinya tidak mempergunakan hak-hak yang 
seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan 
takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang 
menimpa dirinya karena kejadian tersebut merupakan aib bagi dirinya 
maupun keluarganya sehingga korban lebih memilih menyembunyikan, 
atau korban menolak untuk melakukan ganti rugi karena dikhawtirkan 
proses menjadi panjang dan berlarut-larut.  
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Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang 
bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). 
Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk 
perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara 
emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).  
Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya 
merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata 
seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-
materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian 
kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. 
Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa 
pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan 
martabat kemanusiaan. 
Secara umum penyebab terjadinya kejahatan adalah pertama 
berasal dari dalam diri pelaku dimana bahwa yang mempengaruhi 
seseorang untuk melakukan kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku 
yang di dasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan,faktor yang kedua 
adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri  pribadi si pelaku. 
maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 
sebuah kejahatan  itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri  yang 
didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, selain itu dengan 
kehidupan masyarakat kota yang modernisasi menimbulkan sisi 
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negatif dimana timbul kesenjangan sosial diantara masyarakat  yang 
satu dan lainya. 
Dari uraian di atas sebenarnya harus diakui bahwa kejahatan dari 
tahun ke tahun meningkat seiring dengan perkembangan dengan 
kehidupan masyarakat yang modernisasi dapat menumbuhkan 
keyakinan bahwa masyarakat modern yang sangat kompleks dapat 
menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil yang tinggi dan sering disertai 
ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Kebutuhan akan pemenuhan 
materiil tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan 
wajar mendorong terjadinya tindakan, dengan kata lain apabila 
harapan tidak sesuai dengan kenyataan akan menimbulkan masalah 
atau kejahatan  
Dalam pembahasan ini, yang menjadi pelaku kejahatan tidak hanya 
dikenakan sanksi pidana, tetapi juga memberikan ganti kerugian 
(Restitusi) kepada korban. Hal ini jelas tertera dalam Bab XIII KUHAP 
tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, secara 
khusus dalam Pasal 98.  
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut yang berjudul “Perlindungan Hukum 
Terhadap Korban Kejahatan Dalam Hal Restitusi di Kota Makassar 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
di atas maka masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan dalam hal pemberian restitusi ? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi 
bagi korban kejahatan di Kota Makassar ? 
C. Tujuan 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap 
korban kejahatan dalam hal pemberian restitusi di Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya 
pemberian restitusi bagi korban kejahatan di Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk  
penelitian sejenis secara mendalam.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan dalam  mengambil kebijakan publik terutama berkaitan 
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dengan masalah kejahatan pada umumnya, khususnya dalam 
memahami proses Restitusi bagi korban kejahatan di Kota 
Makassar.  
b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum 
















TINJAUAN PUSTAKA  
A.  Perlindungan Hukum  
1. Pengertian perlindungan hukum  
Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pasal 1 ayat 6 adalah 
segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh 
lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainya 
sesuai dengan ketentuan.  
Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangat penting karena 
masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban 
atau bahkan pelaku kejahatan, pengertian perlindungan hukum adalah 
suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam 
bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang 
bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata 
lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., 
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 





Adapun perlindungan hukum menurut Arif Gosita dalam buku Rena 
Yulia adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam 
rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan 
dengan manusia lain Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya 
terlaksananya penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan 
menurut ketentuan hukum yang berlaku secara penal maupun non 
penal dan juga adanya kepastian-kepastian usaha-usaha untuk 
memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami ( 2010:177) 
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan hukum Korban Kejahatan 
Setiap terjadi kejahatan mulai dari kejahatan ringan sampai 
kejahatan berat pasti akan menimbulkan penderitaan bagi korban yang 
bersifat materiil maupun immateriil penderitaan yang dialami oleh 
korban dan keluarganya tidak akan berakhir dengan ditangkap dan 
diadili pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan 
sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat di 
wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan 
kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. (Rena yulia 2010: 
178). 
Sebagaimana telah diuraikan beberapa bentuk perlindungan 
terhadap korban yaitu : 
a) Ganti rugi 
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Istilah ganti kerugian digunakan oleh Kitab Undang-undang 
hukum acara pidana (KUHAP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) 
dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah 
dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini 
mengandung pengetian bahwa kerugian yang dimaksud adalah 
kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk 
dalam pembicaraan hukum acara pidana. 
b) Restitusi  
Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita 
korban, berupa pengembalian harta milik dan penggantian biaya 
untuk tindakan tertentu. 
c) Kompensasi  
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas 
sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab 
dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, 
khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 
kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama 
sekali tidak tegantung bagaimana berjalannya proses peradilan 
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dan putusan bagaimana berjalanya proses peradilan dan 
putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu 
diperoleh dari pemerintah atau dana umum. 
d) Konseling  
Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban 
sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis 
dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk 
konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan 
yang menyisakan trauma berkepanjanngan, seperti pada kasus 
kesusilaan. Sebagai contoh dalam kasus kekerasan dalam 
rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan 
trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban 
menderita secara fisik, mental dan sosial. Selain menderita 
secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin 
misalnya karena merasa dirinya kotor,berdosa, dan tidak punya 
masa depan lagi, lebih parahnya korban sering kali ditemukan 
korban perkasaan memperoleh pengucilan dari masyarakat 
karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat 
sekitarnya. Dengan memerhatikan kondisi korban seperti di atas 
tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang 
sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban 
daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang. 
e) Pelayanan/bantuan medis 
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Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat 
suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat 
berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis visum atau 
surat keterangan medis yang memeliki kekuatan hukum yang 
sama dengan alat bukti . Keterangan medis ini diperlukan 
terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang 
menimpanya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. 
f) Bantuan hukum 
Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan 
terhadap korban kejahatan, pemberian bantuan hukum 
terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun 
tidak diminta oleh korban , hal ini mengingat masih rendahnya 
tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang 
menderita kejahatan ini. sikap membiarkan korban kejahatan 
tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat 
pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan. 
g) Pemberian informasi 
Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan 
dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana 
yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memegang 
peranan yang penting dalam upaya menjadikan masyarakat 
sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini 
diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja 
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kepolisian dapat berjalan efektif, salah satu upaya yang telah 
dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada 
korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan web sites di 
beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara 
lengkap kegiatan kepolisian baik yang sifatnyan kebijakan 
maupun operasional. Melalui lembaga ini diharapkan 
perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, 
guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang 
fair  lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif 
korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.  
B. Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Hal Ganti Rugi 
dalam instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional 
1. Instrumen Hukum Internasional 
Perlindungan hukum korban kejahatan sendiri di atur di 
dalam“ Declaration of Basic  Principles of Justice For Victims Of Crime 
And Abuse Of Power” yakni Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan 
Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan pada Pasal 8 
sampai dengan 13 
Declaration of Basic Principles of Justicen  for Victims of Crime and 
Abuse of Power” memberikan penjelasan yang berkaitan pemberian 
restitusi dan kompensasi yaitu : 
Restitution :  
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8.Offenders or third parties responsible for their behaviour 
should, where appropriate, make fair restitution to victims, 
their families or dependants. Such restitution should include 
the return of property or payment for the harm or loss 
suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of 
thevictimization, the provision of services and the restoration 
of rights,  
9.Governments should review their practices, regulations 
and laws to consider restitution as an available sentencing 
option in criminal cases, in addition to other criminal 
sanctions  
10.In cases of substantial harm to the environment, 
restitution, if ordered, should include, as far as possible, 
restoration of the environment,reconstruction of the 
infrastructure, replacement of community facilities and 
reimbursement of the expenses of relocation, whenever such 
harm results in the dislocation of a community. 
11.Where public officials or other agents acting in an official 
or quasi-official capacity have violated national criminal laws, 
the victims should receive restitution from the State whose 
officials or agents were responsible for the harm inflicted.  In 
cases where the Government under whose authority the 
victimizing act or omission occurred is no longer in existence, 
the State or Government successor in title should provide 
restitution to the victims.  
 
Compensation : 
 12.When compensation is not fully available from the 
offender or other ources, States should endeavour to provide 
financial compensation to: 
(a)  Victims who have sustained significant bodily injury or 
impairment of physical or mental health as a result of serious 
crimes 
(b)  The family, in particular dependants of persons who 
have died or become physically or mentally incapacitated as 
a result of such victimization „‟  
13. The establishment, strengthening and expansion of 
national funds for compensation to victims should be 
encouraged.  Where appropriate, other funds may also be 
established for this purpose, including those cases where the 
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State of which the victim is a national is not in a position to 
compensate thevictim for the harm. ( Arif Gosita , 2004:303) 
Adapun penjelasan dari “ Declaration of Basic  Principles of 
Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power” adalah : 
Restitusi  
8. Pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atas 
perilaku mereka harus, apabila tepat, memberi restitusi yang 
adil kepada korban,keluarga atau tanggunganya. Restitusi 
tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau 
pembayaran atas kerugian yang diderita, penggantian biaya 
yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyedian jasa 
dan pemulihan korban. 
9. Pemerintah harus meninjau kembali kebiasaan peraturan 
dan Undang-Undangnya untuk mempertimbangkan restitusi 
sebagai suatu puluhan hukuman yang tersedia dalam kasus 
pidana, disamping sanksi pidana lainnya. 
10. Dalam kasus perusakan besar  terhadap lingkungan , 
restitusi kalau diperintahkan, harus mencakup, sejauh 
mungkin, pemulihan lingkungan, membangun kembali 
prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian 
biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut 
mengakibatkan perpindahan kelompok masyrakat 
11. Apabila pejabat pemerintah atau wakil-wakil lain yang 
bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi 
melanggar hukum pidana nasional, para korban harus 
menerima restitusi dari Negara yang pejabat atau wakilnya 
bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam 
kasus dimana Pemerintah yang dibawah kekuasaanya 
terjadi tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban atau 
penghapusan sudah tidak ada lagi Negara atau 
Pemerintahnya yang tak berhak menggantikannya harus 
memberikan restitusi kepada para korban 
Kompensasi 
12. Apabila imbalan tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku 
atau sumber-sumber lain , Negara harus berusaha untuk 
memberi imbalan keuangan kepada : 
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(a) Para korban yang menderita luka jasmani berat 
atau kemerosotan kesehatan sebagai akibat 
kejahatan yang serius. 
(b) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang 
yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara 
fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut. 
13. Pembentukan  penguatan  dan perluasan dana nasional 
untuk imbalan kepada para korban harus di dorong, dimana 
tepat dana, dapat juga diadakan untuk keperluan ini 
termasuk dalam kasus dimana Negara yang si korban 
adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan 
untuk memberi  imbalan kepada korban atas kerugian 
tersebut ( Ifdhal Kasim, 2001:320) 
 
2. Instrumen Hukum Nasional 
Dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan berdasarkan hukum nasional di atur dalam beberapa 
undang-undang yakni :  
a) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban di atur dalam pasal 5 sampai 
pasal 7. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No 44 tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, 
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bagian kedua 
pemberian restitusi dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan 
Pasal 30. 
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana 
Pasal 98 sampai pasal 100 tentang penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian.  
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c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  di mana Pasal 34 di 
jelaskan  setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental 
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 
manapun. perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum 
dan aparat keamanan secara cuma-cuma dan Pasal 35 
membahas tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 
dimana di jelaskan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat 
memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. 
d) Undang-Undang No 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana 
Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan 
korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk 
perlindungan meliputi pemberian kompensasi dan restitusi 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat 1 “ bahwa setiap 
korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak 
mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi 
pembiayaanya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan 
oleh pemerintah sedangkan restitusi diberikan kepada ahli 
warisnya. 
e) Undang-undang no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi 
terdapat pasal 15 yang menyatakan “ atas kesalahan dan atau 
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kelalaian penyelenggara komunikasi yang menimbulkan 
kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan 
tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. 
 
C. Korban Kejahatan 
Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau 
orang perorangan,tetapi bisa juga berupa kelompok orang,masyarakat 
atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu,korbannya 
bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, 
hewan atupun ekosistem. Korban secara lazimnya kita temui dalam 
kejahatan lingkungan. Namun dalam pembahasan ini, korban yang 
sebagaimana yang di maksud tidak masuk di dalamnya. 
1. Pengertian Korban Kejahatan  
Definisi korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  
 
Di Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang 
Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah 
orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga. 
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Di Undang-undang No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi 
Kebenaran dan Rekonsilisi, korban adalah orang perseorangan 
atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, 
mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami 
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
termasuk korban adalah ahli warisnya.  
Sedangkan di Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2002 
tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam 
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah 
perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan 
sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang 
memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan , teror dan kekerasan dari pihak manapun. 
Dari pengertian di atas, tampak bahwa makna dari korban 
tidak hanya mengacu pada individu atau perseorangan saja, 
melainkan juga mencakup korban yang bukan perorangan 
(kelompok dan masyarakat). Yang dimaksud dengan korban 
perseorangan ialah korban yang hanya terdiri dari satu orang saja, 
sedangkan yang dimaksud dengan korban yang bukan perorangan, 
misalnya suatu badan, organisasi atau lembaga.  
Sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Rena Yulia, 2010 : 49), 
yang dimaksud dengan korban adalah :  
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„‟Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita” 
Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk 
pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan 
dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut : (Rena Yulia, 
2010 : 49-50) yang di maksud dengan korban adalah : 
“Orang yang secara individual maupun kelompok telah 
menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, 
penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan 
yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena 
tindakan (by act) maupun kelalaian (by omission)” 
 
Pengertian korban yang bisa diartikan secara luas adalah 
yang didefinisikan oleh South Carolina Governor‟s Office of 
Executive Policy and Programs, Columbia, yaitu : (Soeharto, 2007 : 
78)  
Victims means a person who suffers direct or threatened 
physical, psychological, or financial harm as the result of crime 
against him. Victim also includes the person is deceased, a 
minor, incompetent was a homicide victim and/or is physically or 
psychologically incapacitated. 
 
Pengertian di atas, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, maka akan memberikan pengertian mengenai korban 
secara luas. Menurut pengertian tersebut, pengertian korban bukan 
hanya merujuk pada korban yang menderita secara langsung, akan 
tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang 
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dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak 
langsung di sini seperti istri yang kehilangan suami, anak yang 
kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan 
sebagainya. 
2. Hak dan kewajiban Korban Kejahatan 
Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan artinya bisa 
diterima atau tidak oleh pelaku tergantung kondisi yang 
memengaruhi korban baik yang sifatnya internal atau eksternal. 
Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu 
korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang 
korban, guna memberikan rasa aman dan nyaman tentunya 
kejahatan ini perlu ditanggulangi dan semuanya harus ditangani 
secara profesional oleh lembaga yang berkompeten, sekalipun 
demikian tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan 
hak yang telah disediakan. Menurut Arif Gosita dalam buku adalah 
sebagai berikut dalam (Moerti Hadiati Soeroso, 2010 : 115) hak 
korban antara lain : 
a) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan 
kemampuan pelaku 
b) korban berhak menolak kompensasi karena tidak 
memerlukannya 
c)  Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli 
warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan 
tersebut 
d)  Mendapat pembinaan dan rehabilitasi 
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e)  Mendapatkan kembali hak miliknya 
f) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan 
dirinya 
g) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku 
bila melapor dan/atau menjadi saksi 
h)  Mendapat bantuan penasihat hukum 
i) Mempergunakan upaya hukum (rechtsmiddelen) 
j) Kewajiban Korban. Kewajiban korban adalah  
k) Korban tidak main hakim sendiri 
l)  Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya 
korban lebih banyak lagi 
m)  Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, 
maupun orang lain 
n)  Ikut serta membina pembuat korban 
o)  Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak 
menjadi korban lagi 
p)  Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan pelaku 
q) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi 
restitusi kepada pihak korban sesuai dengan 
kemampuannya 
r)  Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan 
ada jaminan keamanannya.  
Sedangkan kewajiban korban kejahatan secara umum adalah : 
a) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim 
sendiri / balas dendam terhadap pelaku  
b) Kewajiban untuk mengupayakan  pencegahan dari 
kemungkinan terulangnya tindak pidana 
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c) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai 
mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang 
berwenang  
d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu 
berelbihan keapda pelaku 
e) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan 
yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan 
bagi korban dan keluarganya 
f) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri 
sendiri untuk tidak menjadi korban lagi 
Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa 
korban berhak untuk  : 
a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman 
yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya 
b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 
perlindungan dan dukungan keamananny.  
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan 
d)  Mendapat penerjemah 
e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat 
f)  Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 
g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 
h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 
i) Mendapat identitas baru 
27 
 
j) Mendapatkan tempat kediaman baru 
k)  Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan 
l) Mendapat nasihat dan/atau  
m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 
batas waktu perlindungan berakhir.  
Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak 
dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung 
jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu.  
D. Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan 
 
1. Pengertian Ganti Rugi, Restitusi dan Kompensasi  
a) Ganti Rugi  
 Ganti rugi di dalam hukum perdata, disebabkan oleh dua hal 
yakni wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum adapun dasar 
hukumnya yakni diatur dalam buku 3 Pasal 1365 Burgerlijk 
Wetboek (BW)  
“tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang 
bersalah untuk mengganti kerugian.” 
Biasanya tuntutan ganti kerugian dilakukan setelah ada 
putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi 
sekarang ini hal tersebut dapat di lakukan bersamaan dengan 
proses pidananya,adapun di dalam hukum pidana ganti rugi dapat 
28 
 
dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dimana 
dasar hukumnya yakni Pasal 98 -101 KUHAP  
Bentuk kerugian yang di maksud di sini adalah sebagaimana 
di rumuskan dalam pasal 98 yakni : 
“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang 
atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk 
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu”  
Dalam penjelasan Pasal 98 KUHAP ini disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan kerugian bagi orang lain adalah kerugian pihak 
korban. 
Ganti kerugian yang timbul dari tindak pidana (delik) dapat 
ditempuh dengan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan 
perkara pidananya atau melalui proses perkara perdata. 
Dilihat dari kepentingan  korban, adapun macam-macam ganti 
kerugian yakni :  
 Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan 
yang tidak sah atau tidak sesuai Undang–undang yang 
berlaku Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan 
dan penahanan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah 
ditentukan oleh Undang–undang. Syarat–syarat 
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penangkapan dan penahanan mestinya harus ditaati oleh 
penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan atau 
penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh dalam hal 
penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan yang 
seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan 
surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan 
kepada tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak 
diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya 
alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan 
 Ganti kerugian karena tindakan lain tanpa alasan undang-
undang  Bentuk ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 
KUHAP itu, yaitu : 
“Kerugian yang ditimbulkan akibat 
dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa, seperti 
pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang 
bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, 
dan menimbulkan kerugian materil”. Hal-hal ini 
dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena 
dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta 
benda dan hak-hak atas privacy tersebut perlu 
dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan 
hukum. 
 Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-
undang. Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya 
kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum 
yang tidak tepat. 
 Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan 
penuntutan. Ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui 
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praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. 
Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka 
melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh 
penyidik atau dihentikan oleh penuntut umum. Penghentian 
penyidikan atau penuntut terhadap perkara pidana yang sudah 
dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak 
bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian 
melalui praperadilan. 
 
b)  Restitusi 
Restitusi merupakan suatu bentuk tanggung jawab seseorang 
untuk memberikan ganti kerugian terhadap seseorang yang oleh 
karena orang tersebut mengalami kerugian. Dalam kamus bahasa 
Indonesia restitusi di definisikan sebagai pembayaran kembali, ganti 
rugi penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, kata restitusi 
secara garis besar memiliki kesamaan arti dengan kata ganti rugi atau 
pun kompensasi. Tujuan inti dari pemberian ganti rugi tidak lain untuk 
mengembangkan keadilan dan kesejahtraan korban sebagai anggota 
masyarakat dan tolak ukur untuk mengembangkan hak dan kewajiban 
sebagai manusia.  
Gelaway merumuskn lima tujuan dari kewajiban mengganti 
kerugian yakni meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang 
meringankan hukuman yang akan di jatuhkan, sebagai salah satu cara 
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merehabilitasi pidana, mempermudah proses peradilan dan dapat 
mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan 
balas dendam 
Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan 
kemungkinan penyelesaian negoisasi antara pelaku tindak pidana 
dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (Alternative Dispute 
Resolution/ADR) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan 
sebaiknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. 
Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum pidana 
antara lain terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-13 
9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu 
dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua Negara 
mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice 
functions” dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat 
berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi. (Barda Nawawi 
Arief, 2007 : 6-8) 
Restitusi sendiri di definisikan sebagai ganti kerugian yang 
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga, yang dapat berupa pengambilan harta milik, pembayaran ganti 




Gugatan ganti kerugian biasanya diajukan dalam peradilan.Dalam 
Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian 
hanya dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan 
pidana. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut ditentukan juga 
bahwa jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian 
diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. 
Biasanya ketidak hadiran penuntut umum ialah dalam perkara cepat, 
contohnya gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam 
pelanggaran lalu lintas jalan. (Jur. Andi Hamzah, 2011 : 209)  
Dalam hal ini, Penulis menarik kesimpulan mengenai definisi dari 
Restitusi. Menurut Penulis Restitusi merupakan suatu bentuk tanggung 
jawab seseorang untuk memberikan ganti kerugian terhadap 
seseorang yang oleh karena orang tersebut mengalami kerugian 
Dalam  konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu,untuk 
memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, 
dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan 
dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian 
dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan 
dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan 
dengan kesalahan yang diperbuat pelaku 
c) Kompensasi 
Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana 
dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara, disini 
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kompensasi tidak mempunyai aspek  pidana apa pun, walaupun 
diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan 
lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memunuhi atau 
menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan 
kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah 
gagal menajalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah 
terjadinya kejahatan. 
Berikut ini definisi-definisi sebagai pembeda dari ketiga komponen 
diatas, yaitu: (Rena Yulia, 2010 : 59-61)  
1) Ganti rugi Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam 
Pasal 99 ayat 1 dan 2 dengan penekanan pada penggantian 
biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau 
korban. Dilihat dari kepentingan kepentingan korban, dalam 
konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk 
memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah 
dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. 
Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban 
mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana 
yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit 
dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat 
pelaku. 
2) Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap 
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran 
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utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita 
korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah 
restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. 
Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam 
hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan 
mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan 
sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku 
maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.  
3) Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari 
aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan 
mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan 
berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas 
sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab 
dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, 
khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban 
kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama 
sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan 
dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu 
diperoleh dari pemerintah atau dana umum.  
2. Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana   
a) Pidana Bersyarat  
Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan 
(voorwaardelijke veroordeling) dan bukan merupakan salah satu dari 
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jenis pemidanaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, 
tetapi ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait pada 
Pasal 10 KUHP, khususnya pada pidana penjara dan kurungan yang 
keberlakuannya hanya pada batas satu tahun penjara atau kurungan. 
Menurut E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi (2002 : 473) kata-kata pidana 
bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah : 
“Sekedar suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksud 
bukanlah pemidanaannya yang bersyarat, melainkan 
pemidanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-
syarat tertentu “ 
Pidana dengan bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga 
disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model 
penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan 
pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh 
hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama 
syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat 
dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya 
atau dilanggarnya. 
Adapun syarat umum dan syarat khusus dalam pidana bersyarat 
yakni syarat umum yang mengatakan bahwa terpidana tidak boleh 
melakukan sesuatu tindak pidana selama berlakunya masa percobaan 
dan menetapkan. Syarat khusus yang mengatakan bahwa terpidana 
harus mengganti kerugian yang telah timbur sebagai akibat dari 
perbuatanya yang bersifat melanggar hukum , baik seluruhnya 
maupun sebagian dari kerugian yang telah ditetapkan  di dalam 
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perintah penangguhan pelaksanaan pidana, dalam suatu jangka 
waktu yang tertentu akan tetapi yang harus lebih singkat dari lamanya 
masa percobaan itu sendiri Pasal 14c ayat 1 KUHP 
(Lamintang,1984:141)  
b) Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 
Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian merupakan salah 
satu pranata hukum sebagai wujud perlindungan hukum terhadap 
korban kejahatan dalam hal pemulihan kerugian,dasar hukum 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terdapat dalam Pasal 
98 sampai 100 KUHAP. Menurut Pasal  98 ayat 1 di tegaskan sebagai 
berikut :  
“ Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang 
sama di periksa serta di putus sekaligus dengan perkara 
pidana yang bersangkutan” 
 
Pasal 98 KUHAP tidak saja memperhatikan hak dari pelaku tindak 
pidana, tetapi juga hak dari orang yang mendrita kerugian materiil yang 
disebabkan suatu tindak pidana, penggabungan perkara yang 
dimaksud di sini adalah penggabungan pemeriksaan perkara gugatan 
ganti rugi yang bersifat perdata dengan perkara pidana yang sedang 
berjalan, dimana perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar 
tuntutan perdatanya dan diputus sekaligus dengan perkara pidananya. 
Adapun tujuan dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
yakni untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan 
gugatan ganti kerugian itu sendri sehingga dapat di capai makna yang 
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terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan dan untuk sesegera mungkin orang yang dirugikan 
mendapatkan ganti kerugian tanpa melalui proses yang panjang . 
Dalam pasal 98 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  di 
tentukan bahwa seseorang yang merasa di rugikan mengajukan 
permintaan kepada ketua sidang yang sedang memeriksa perkara 
pidana untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana tersebut, maka harus di ajukan selambat-lambatnya 
sebelum penuntut umum menjatuhkan putusan. Adapun dalam hal 
penuntut umum tidak hadir, permintaan di ajukan selambat-lambatnya 
menjatuhkan putusan. 
Sementara itu, besarnya tuntutuan ganti kerugian dapat di ajukan 
oleh korban atau orang yang dirugikan kepada terdakwa dalam 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian telah ditentukan dalam 
pasal 99 ayat 2 yakni hanya sepanjang  tuntutan kerugian materiil . 
putusan hakim hanya terbatas tentang penggabungan yang 
menetapkan “ penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak 
yang dirugikan  hal ini berarti kerugian materiil dalam penggabungan 
perkara. 
c) Pemberian Restitusi dalam Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban 
Adapun mekanisme pemberian restitusi kepada korban dari 
kejahatan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 44 tahun 
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2008 Tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan 
kepada saksi dan korban Beberapa pokok penting mekanisme 
pemberian restitusi,  
Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan 
sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap.  
Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera 
melakukan pemeriksaan substantif.  
Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan 
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat 
memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak 
pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal 
pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak 
pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan 
pihak ketiga tersebut.  
Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 
ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan 
pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi 
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untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan 
Restitusi.  
Pasal 28:  
(1)Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK 
menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan 
pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
kepada pengadilan yang berwenang.  
(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan 
dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta 
keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.  
(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi 
beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.  
(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan 
dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, 
dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.  
Pasal 29:  
(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan 
memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam 
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jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal permohonan diterima  
(2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.  
(3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, 
atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak 
ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal menerima penetapan.  
Pasal 30:  
(1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan 
pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.  
(2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, 
atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak 
ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak tanggal menerima putusan.  
Pasal 31:  
(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan 
penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan 
pengadilan diterima.  
(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan 
pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.  
(3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan 
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada 
papan pengumuman pengadilan.  
Pasal 32 ayat (1): Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi 
kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, 
Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada 
Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK; 
ayat (2): Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau 
pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal perintah diterima. 
3. Restitusi Dalam Upaya Mediasi  
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 
dengan dibantu oleh mediator. Pertemuan antara mediator dengan 
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salah satu pihak dalam mediasi tanpa dihadiri pihak lain, disebut 
dengan “kaukus”. Karena dalam mediasi ada pihak mediator, maka 
mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam 
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau 
memaksakan sebuah penyelesaian.  
Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Para 
pihak adalah dua atau lebih subjek yang bukan kuasa hukum yang 
bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk 
memperoleh penyelesaian. Karena esensi mediasi adalah 
kesepakatan untuk perdamaian yang dituangkan dalam dokumen 
yang memuat syarat syarat yang disepakati oleh para pihak guna 
mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian 
dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan 
menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk 
pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.  
Dengan demikian dapat diketahui, bahwa posisi korban 
dalam mediasi adalah para pihak yang berupaya mencapai 
kesepakatan. Dalam ketentuan perundang-undangan di atas tidak 
ditemukan rumusan mengenai “prosedur mediasi”, tetapi prosedur 
tersebut tersirat dalam ketentuan mengenai “penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan” (di antaranya ketentuan Pasal 85 
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Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen). Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR 
atau ”Alternative Dispute Resolution”; ada pula yang menyebutnya 
“Apropriate Dispute Resolution”   
Sebenarnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme 
mediasi  sudah menjadi budaya bagi kita. Dalam Masyarkat Adat 
Dayak-Kalimantan Tengah, berdasarkan Perda Kotawaringin Timur 
Nomor 15/2001 tentang Kedamangan dan Perda Pulang Pisau 
Nomor 11/2003 tentang Pembentukan Kelembagaan dan 
Pemberdayaan Adat Dayak. Peraturan Daerah tersebut 
mengharuskan setiap kedamangan mempunyai seorang damang 
sebagai pemimpin. Damang mempunyai otoritas untuk 
menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan 
adat dianggap “mengikat” pada pihakpihak yang terlibat, namun 
putusan tersebut hanya menjadi “pertimbangan” bagi aparat hukum 
jika suatu sengketa diproses di sistem formal. Artinya keputusan 
secara adat tidak mencegah tindakan hukum formal.  Di bawah 
hukum adat, jika kedua belah pihak rela, semua masalah dapat 
diselesaikan dengan damai melalui konsiliasi.  
Dalam masyarakat Adat Aceh Ada empat pola penyelesaian 
konflik dalam tradisi masyarakat gampong di Aceh yaitu di‟iet, 
sayam, suloeh dan peumat jaroe. Pola ini merupakan pola 
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penyelesaian konflik yang menggunakan kerangka adat dan syariat 
Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana apalagi nilai 
kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan 
masyarakat, terkesan terlalu kakunya proses penegakan hukum 
dalam proses peradilan pidana. Adapun langkah yang di lakukan : 
 Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai 
kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan 
melalui konsep adr Penyelesaian kasus pidana dengan 
menggunakan 
 ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun 
apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai 
dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan 
proporsional 
 Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus 
berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui 
oleh masyarakat sekitar. 
 Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR 
harus menghormati norma hukum sosial / adat serta 
memenuhi azas keadilan 
  Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep 






METODE PENELITIAN  
A. . Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian skripsi ini nantinya, penulis memilih lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Polrestabes yang 
berada di wliayah Makassar hal ini menjadi pertimbangan karena 
lokasi tersebut strategis mudah untuk mendapatkan informasi 
mengenai korban kejahatan dalam hal pemberian restitusi , 
sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang 
berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.  
B. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini nantinya 
yaitu:  
a) Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang berkompeten (polisi dan korban kejahatan ) dan 
melalui kuesioner kepada masyarakat (korban kejahatan). Data 
sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan arsip-arsip 
yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dan Pengadilan.  
b) Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan 
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membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari 
berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan 
dikaji.  
C.  Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian adalah:  
a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang berkompeten (polisi dan koban kejahatan ) dan 
melalui kuesioner kepada masyarakat (korban kejahatan) 
b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur 
bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan lainnya serta melalui media massa yang 
berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.  
D. Teknik Analisis Data  
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk 
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memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan 
terarah yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap korban 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan 
dalam Hal Restitusi di Kota Makassar  
Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di 
toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat semakin 
meningkat tentunya memberikan kerugian terhadap korban 
kejahatan secara mental fisik maupun materiil.  
Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan 
korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang 
memadai baik immateriil maupun materiil sebagaimana Geis 
berpendapat “ to much attention has bein paid to offenders and 
their rights, to neglect of the victims” .Korban kejahatan 
ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu 
hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan korban untuk 








Jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Makassar 2010 -2012 






40 59 37 136 2 % 




123 247 63 433 6% 
4 Pencurian 362 1042 1236 2640 36% 
5 Pemerasan dan 
pengancaman 
368 193 22 583 8% 
6 Penggelapan 158 201 148 507 7% 




406 372 69 847 12% 
9 Penadahan 76 68 61 205 2.8% 
10 Penghinaan 53 69 22 144 2% 
                                                                 Jumlah :     7247      100% 
          Sumber Pengadilan Negeri Makassar  
 
Pada gambar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus 
pencurian memiliki frekeunsi tertinggi yakni 36% dengan 2640 
jumlah kejahatan pencurian, dan penganiaayan 13% dengan 
jumlah 1013 kejahatan. 
Dalam hukum pidana materiil,  pengaturan tentang ganti 
kerugian masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat 
dalam Pasal 14c ayat (1) KUHAP yang mengatur : “ Dengan 
perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali dijatuhkan pidana 
denda,selain menetapkan syarat umum  bahwa terpidana tidak 
melakukan tindak pidana, hakim menetapkan syarat khusus bahwa 
50 
 
terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 
percobaanya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. Pengaturan tentang ganti 
kerugian ini justru lebih banyak diatur dalam hukum pidana formil, 
dapat di lihat dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHAP,  
Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban di dalam Pasal 7 ayat 1 dijelaskan salah satu 
bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yakni 
korban kejahatan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas 
kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 
tanggung jawab pelaku tindak pidana. 
Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap 
Korban Kejahatan dalam Hal Restitusi di Kota Makassar” ini 
dilaksanakan dalam rentang waktu 23 Oktober sampai dengan 22 
November  2013. 
Berkaitan dengan sampel penelitian penulis yaitu korban 
kejahatan yang bisa mendapatkan restitusi yakni 
penganiayaan,pengrusakan barang dan kecelakaan lalu lintas. Hal 
ini di simpulkan melalui penelitian yang dilakukan penulis. 
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Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban 
kejahatan yang ingin mendapatkan restitusi dapat dilakukan 
dengan jalur non litigasi dan litigasi, jalur non litigasi dapat 
dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian 
terhadap tersangka atau dengan kata lain melalui jalur 
kekeluargaan atau mediasi yang merupakan bagian dari ADR 
“Alternative Dispute Resolution” cara penyelesaian lain menyangkut 
non litigasi yang dapat dilakukan korban ialah dengan memakai 
perantara pihak kepolisian sebagai penengah untuk melakukan 
mediasi apabila ditemukan hambatan –hambatan. Jalur litigasi 
dapat dilakukan korban apabila tidak ditemukan penyelesaian 
dalam jalur non litigasi . 
Tabel 2 
Upaya yang Ditempuh Korban untuk Memperoleh Restitusi 
tahun 2010-2012 
Jalur penyelesaian Jumlah  Presentase 
Litigasi (Penggabungan 
Perkara) 
0 0 % 
Non Litigasi 16 100% 
Total 16 100% 





 Berdasarkan tabel diatas tampak jelas kita lihat bahwa 
sebagian besar koban kejahatan lebih memilih untuk 
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan jalur non 
litigasi. Hal ini disebabkan karena jalur non litigasi lebih mudah dari 
pada harus berurusan sampai ke Pengadilan. Hal lain yang 
menyebabkan lebih banyak korban memiih jalur non litigasi ialah 
ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Penggabungan Perkara 
Gugatan Ganti Kerugian. 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan  Negeri 
Makassar hanya ada satu kasus Gugatan Penggabungan Perkara 
yakni pada tahun 2007 kasus kecelakaan lalu lintas 
Hj.A.Kasmawati selaku korban yang menderita kerugian 
mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada 
saat proses peradilan berlangsung. Korban mengajukan gugatan 
terhadap Abdul Rahim selaku pengemudi dan Darwis selaku 
pemilik mobil truk No. Pol DD 9640 F . Korban menuntut ganti rugi 
sebesar Rp. 6.400.000 (Enam juta empat ratus ribu rupiah) akan 
tetapi Hakim hanya mengabulkan tuntutan korban sebesar Rp 
1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dan terhadap pelaku tindak 
pidana juga d jatuhkan pidana penjara tiga hari kurungan. 




Uraian singkat kejadian. 
Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran Utara 
dekat jalan Kerung-kerung Makassar pada hari Senin, tanggal 06 
Agustus 2007, sekitar pukul 16.00 WITA, antara mobil truk tronton 
No.Pol DD 9640 F yang dikemudikan oleh lelaki Abdul Karim, 
menabrak dari arah belakang mobil Daihatsu Taruna No.Pol. DD 
189 YC, yang dikemudikan oleh per. Hj. A. Kasmawati, akibat dari 
tabrakan tersebut mobil DD 189 YC, terdorong ke depan dan 
menabrak mobil bus sekolah yang ada di depannya.  
Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ketiga 
mobil yang terlibat kecelakaan awalnya dalam posisi berhenti 
menghadap ke selatan karena ketika itu lampu traffick light yang 
ada di lokasi kejadian lampu warna merah menyala dan begitu 
lampu hijau menyala, ketiga kendaraan bergerak pelan namun tiba-
tiba mobil bus sekolah mengerem dan berhenti karena menghindari 
sesuatu yang ada di depannya sehingga pengemudi mobil No.Pol. 
DD 189 YC, juga ikut mengerem untuk menghindari tabrakan 
dengan mobil bus sekolah yang ada di depannya, namun 
pengemudi mobil truck tronton yang berada di belakang mobil No. 
Pol. DD 189 YC tidak menyangka bila mobil yang ada di depannya 
berhenti mendadak, sehingga terjadilah tabrakan sebagaimana 
tersebutdi atas. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ketiga 
kendaraan rusak, namun tidak menimbulkan korban jiwa. 
 
Berikut rincian penggantian peralatan pekerjaan mobil. 
Peralatan : 
1. Bemper Muka    Rp.450.000,- 
2. Bemper Belakang  Rp.225.000,- 
3. Pintu Belakang   Rp.350.000,- 
4. Lampu Depan   Rp.425.000.- 
5. Lampu Stop Belakang  Rp.250.000,- 
6. Radiator (Service)  Rp.150.000,- 
7. Tanduk Depan   Rp.750.000,- 




 Pekerjaan  
1. Las Ketuk   Rp.1.150.000,- 
2. Dico    Rp.    850.000,- 
3. Finishing    Rp.    500.000,- 
Rp. 3.500.000,- 
 Total keseluruhan = Rp.2.900.000,- + Rp.3.500.000,- 
            = Rp.6.400.000,-  
 
Dalam tuntutan Ganti Kerugian terdakwa telah melanggar pasal 62 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu 
Lintas Jalan  
“jarak antara kendaraan, Pengemudi pada waktu mengikuti 
atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak 
dengan kendaraan yang ada di depanya.” 
Dan dasar tuntutan Ganti Kerugian dalam hukum perdata 
yakni pasal 1365  BW  
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang 
bersalah untuk mengganti kerugian 
Dan dasar Penggabungan Perkara pasal 98 KUHAP dan 
amar putusan hakim pada Tindak pidana yakni menghukum 
terdakwa dengan kurungan 3 (tiga hari) sedangkan amar putusan 
perdata di mana terdakwa dibebankan membayar Ganti Rugi 
kepada korban sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu 
rupiah) 
Adapun syarat penggabungan perkara Gugatan Ganti 
Kerugian yakni : 
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1) Penggabungan perkara hanya dapat dilakukan jika 
ada permohonan dari pihak korban,surat permohonan 
penggabungan perkara menurut Surat Gugatan 
sebagai berikut : 
 Dasar gugatan yang berisi identitas para 
pihak penggugat dan tergugat, waktu 
dan tempat kejadian, sebagai dasar 
gugatan penggabunga perkara korban 
mengajukan pasal 98-99 KUHAP 
sedangkan sebagai dasar hukum ganti 
kerugian korban mendasarkan pasal 
1365 Burgerlijk Wetboek.  
 Jumlah ganti kerugian, jumlah ganti 
kerugian yang diminta dimuat secara 
jelas dan dengan rinci-rinci masing 
dengan melampirkan bukti yang lengkap. 
2) Gugatan ganti kerugian di tujukan kepada terdakwa 
pelaku tindak pidana. Tidak terhadap majikan pelaku 
atau orangtua(wali) pelaku kejahatan. 
3) Permohonan ditujukan kepada ketua Pengadilan 
Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang berwenang 
memeriksa perkara pidananya. 
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4) Permohonan diajukan selambat-lambatnya sebelum 
hakim menjatuhkan putusanya (Penjelasan pasal 98(2) 
KUHAP). Untuk perkara tindak pidana ringan 
pengajuan permintaan penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian dilakukan setelah penyidik 
mengirim perkara pelanggaran lalu lintas tersebut ke 
Pengadilan Negeri sebelum hari persidangan perkara 
sampai sebelum hakim menjatuhkan putusan. 
5) Ganti kerugian yang diajukan harus mempunyai 
hubungan  kausal yakni hubungan sebab-akibat 
dengan perbuatan tindak pidana. 
6) Ganti kerugian yang diminta berupa kerugian materiil 
bukan kerugian immateriil, kerugian materiil adalah 
kerugian nyata yang korban derita dan kerugian 
immateriil adalah kerugian yang baru akan diharapkan 
kerugianya dari aspek psikologis korban seperti rasa 
malu, trauma. 
Sangat jarang kita temukan bahwa korban kejahatan 
mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di 
Pengadilan untuk mendapatkan restitusi sebagai haknya 
sehubungan dengan salah satu bentuk perlindungan hukum  
terhadap korban kejahatan hal ini disebabkan karena korban 
kejahatan lebih memilih menyelesaikan kasusnya dengan jalan 
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kekeluargaan dengan pemikiran akan lebih mudah daripada harus 
mengikuti persidangan selain itu faktor lainya yakni ketidak tahuan 
korban kejahatan tentang mekanisme penggabungan perkara.  
Penulis sempat mewancarai seorang korban kejahatan yang 
menyelesaikan kasusnya mediasi dengan polisi sebagai pihak 
penengah. Arinda Nurul Ramadhani 25 tahun seorang karyawan 
swasta menjadi korban kejahatan lalu lintas yang menyebabkan 
luka berat. Pada saat itu tanggal 25 Februari 2011 jam 18:00 WITA 
korban mengendarai mobil bersama keluarganya di Jl. Daeng Tata 
Raya. Pada saat itu mobil Arinda diserempet oleh pelaku yang 
kebetulan seorang Akpol (Akademi Polisi) bernama Andika, dan 
mengendarai mobil dengan tipe  toyota yaris No. Pol DD 2086 V, 
waktu kejadian Arinda dan Andika saling berinisiatif untuk 
melakukan perdamaian, Andika berjanji mengganti kerugian akibat 
menyerempet mobil korban di bagian bumper. Arinda dan Andika 
saling berjanji untuk melakukan perdamain di terminal malengkeri 
di jalan Sultan Alauddin Makassar. Ketika telah sampai di tempat 
perdamaian, Andika tiba-tiba melarikan diri mobilnya melaju 
dengan kecepatan 100km/h dan terjadi saling kejar-mengejar, 
ketika Andika berhasil di tangkap, korban turun dari mobil dan 
mendatangi akan tetapi pelaku kembali melarikan diri dengan 
mengendarai mobilnya sehingga menabrak Arinda dari belakang 
hingga terlempar sejauh 6 meter. Korban langsung di bawa ke 
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RS.Bhayangkara, karena pelayanan rumah sakit kurang cepat 
korban dilarikan kembali ke RS. Stella Maris untuk mendapatkan 
pengobatan karena luka yang parah yang di alami  yakni perut 
robek ,kepala korban mengalami cedera dan punggung tangan 
bengkak,Arinda  diopname di RS. Stella Maris selama dua bulan. 
Pada tanggal 27 Februari 2011 kakak dari pelaku, datang 
berinisiatif untuk melakukan perdamaian karena pelaku sudah di 
tahan selama tiga hari di polsek Rappocini,dan pelaku sudah 
mendapatkan sanksi dari AKPOL ( Akademi Kepolisian) pada 
awalnya keluarga korban ingin melanjutkan kasusnya di pengadilan 
dengan alasan ini bukan kecelakaan biasa tapi kejahatan, kakak 
pelaku memohon agar laporan di kepolisian di hentikan dengan 
alasan adiknya (pelaku) akan melalukan pra jabatan sebagai polisi 
dan sudah mengakui kesalahanya,besok harinya di RS.Stella Maris 
terjadi mediasi antara korban dan pelaku dengan bantuan 
kepolisian sebagai penengah, keluarga korban meminta untuk 
membiayai semua biaya pengobatan  sampai sembuh sebesar  Rp. 
25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) andika pun setuju untuk 
membiayai pengobatan sampai Arinda sembuh dan pada saat itu 
laporan dari korban di cabut. Analisis penulis bahwa perdamaian 
tidak menghapus tindak pidana meskipun laporan itu dicabut  
Penulis juga mewawancarai korban penganiayaan yang 
tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku.  Rahma Sri Ekawati 21 
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Tahun seorang karyawan swasta. Pada tanggal 21 Desember  
Tahun 2011 sesudah sholat isya, korban mendapat telpon dari 
seseorang yang tidak dikenal, pada saat itu korban dan pelaku 
sedang dalam berada satu rumah di jl.Abu Bakar Lambogo dan 
tiba-tiba pelaku yang kebetulan pacar korban sendiri merampas 
handphone pelaku, memukul lengan kiri secara berulang-ulang, 
pelaku marah karena menerima telepon dari seseorang  dan dia 
mengira yang menelpon adalah selingkuhan korban, setelah 
memukul lengan kiri pelaku juga memukul punggung korban 
dengan sangat keras, korban ditampar sampai muka korban 
memar dan berdarah, handphone Blackberry korban di injak 
sampai pecah dan motor korban di hancurkan. Pada saat malam 
kejadian tersebut korban dan ibunya melakukan visum di 
RS.Pelamonia dan setelah itu melaporkan kejadian di Polsek 
Mamajang Korban menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000, 
(Lima juta rupiah) korban sangat menderita dan memerlukan ganti 
rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan karena kejadian tersebut 
seperti biaya pengobatan dan biaya perbaiki handphone dan motor, 
akan tetapi pelaku tersebut kabur dan menjadi daftar pencarian 
orang.  
Tabel 3 
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan 









































2.00000 dan kasus 
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2 Dede penganiayaan    Korban tidak 
mendapatkan ganti 
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tidak di laporkan di 
kepolisian. 
4 Sulaiman  pengroyokan    Korban tidak 
mendaptkan ganti 





biaya sendiri dan 
kejadian tersebut 
tidak di laporkan di 
kepolisan melainkan 
di lakukan mediasi 
antar korban dan 












Rp. 1.500.000  dan 
kejadian tersebut di 
laporkan di 
kepolisian  
6 Norman Spd penganiayaan    Korban merasa 
trauma dengan 
kejadian tersebut 
dan mengalami total 
kerugian 
Rp.1.000.00 
kejadian tersebut di 
lapor di kepolisian 










penganiayaan    Korban merasa 
sangat menderita 
dan memerlukan 
ganti kerugian dan 




8 Nursani  Pencemaran nama 
baik 




pelaku dan korban 
merasa rugi akibat 
kejadian tersebut 
dan kejadian 




9 St Aisyah Kecelakaan lalu 
lintas 
   Korban menderita 
dan memerlukan 
ganti kerugian akibat 
kejadian tersebut, 
kasus ini tidak di 
laporkan di polisi 
dan diselesaikan 
oleh kedua belah 
pihak dengan alasan 
pelaku bertanggung 








   Korban merasa 
trauma dengan 
kejadian tersebut 
dan kasus ini tidak di 
laporkan di pihak 
kepolisian dengan 







11 wajedah Kecelakaan lalu 
lintas 














   Korban merasa 






tidak mampu dan 





13 Ainun Nisa KDRT    Korban mengalami 
trauma akibat 
kekerasan yang 




14 Gunawan  Kecelakaan lalu 
lintas 
   Korban merasa 
memerlukan ganti 
rugi sebesar Rp. 
1.500.00 dan 
kecelakaan tersebut 




15 Rahma sri 
ekawati 






tersebut di lapor di 
kepolisian 
16 Arinda Nurul 
Ramadhan 
Kecelakaan lalu 
lintas  yang 
mengakibatkan 
luka berat 
   Korban merasa 
sangat menderita 
dan mendapatkan 
ganti rugi oleh 
korban sebesar Rp 
25.000.000 dan 
kasus ini di laporkan 
di kepolisan akan 
tetapi terjadi mediasi 
antara kedua belah 





Data ini di peroleh berdasarkan hasil wawancara dan kuiseoner kepada korban 
kejahatan  
Dari hasil wawancara dan pemberian kuisener oleh korban 
kejahatan, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap 
korban kejahatan dalam hal restitusi di Kota Makassar masih 
kurang mendapatkan penanganan dan  perhatian secara optimal, 
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hal ini terlihat dari upaya minimnya penanggulangan dan 
pemberian perlindungan secara memadai di Kota Makassar, 
adapun yang mendapatkan ganti kerugian restitusi hanya pada 
kasus kecelakaan lalu lintas dan hampir jarang menyelesaikan 
kasusnya sampai di pengadilan.  
Penulis juga melakukan wawancara kepada bapak 
Awaluddin selaku penyidik di bagian kasat reskrim Polrestabes 
Makassar pada tanggal 7 November 2013 beliau berpendapat 
bahwa kepolisian tidak mengatur tentang ganti kerugian akan tetapi 
hak-hak dan kewajiban sebagai korban kejahatan telah di 
sampaikan pada saat proses penyidikan berlangsung, polisi dalam 
proses penyidikan hanya sampai di tahap penyidikan, penuntutan 
hanya di laksanakan oleh pihak kejaksaan yakni JPU ( Jaksa 
Penuntut Umum) 
Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan gugatan 
ganti rugi melalui cara penggabungan perkara,sebagaimana di atur 
dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, pihak yang 
berkepentingan perlu memerhatikan beberapa hal sebagai berikut 
yaitu : 




 Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang 
lain yang menderita kerugian ( korban) sebagai akibat 
langsung dari tindak pidana tersebut. 
 Gugatan ganti kerugian yang di akibatkan tindak pidana tadi 
di ajukan kepada “ si pelaku tindak pidana” ( Terdakwa). 
 Tuntutan ganti rugi yang diajukan pada terdakwa tadi 
digabungkan atau di periksa dan diputus sekaligus 
bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu 
putusan. 
 
B. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi 
bagi korban kejahatan di Kota Makassar 
Setiap upaya yang kita lakukan, tidak lepas dari kendala-
kendala yang sering kali kita temui. Begitupun halnya untuk 
mendapatkan Restitusi, tidaklah mudah karena harus melewati 
proses yang panjang. Hal ini bisa menjadi penyebab utama yang 
menjadi kendala bagi korban kejahatan untuk mendapakan restitusi 
sebagai haknya.  
Rena Yulia mengatakan bahwa tolak ukur yang digunakan 
dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan  tidak mudah 
dalam merumuskanya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku 
dan korban. Dalam hal korban  dengan status sosial lebih rendah 
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dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalm bentu materi, 
dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka 
pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di utamakan (Rena 
Yulia. 2009: 60) 
Dalam wawancara penulis kepada salah seorang Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar bernama Nathan Lambe, S.H., M.H. 
pada tanggal 13 November 2013 beliau memaparkan bahwa salah 
satu kendala yang dihadapi korban kejahatan untuk mendapatkan 
restitusi adalah faktor ketidaktahuan karena masyarakat  
kebanyakan tidak mengetahui tentang penggabungan perkara. 
Kendala lain yang dihadapi adalah dalam penggabungan perkara, 
jumlah ganti rugi yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan 
kerugian yang dialami. Domisili tersangka kasus kejahatan  harus 
sama dengan tempat terjadinya kejahtan apabila korban ingin 
melakukan  penggabungan perkara 
Selain itu, proses yang panjang juga menjadi kendala untuk 
korban melakukan penggabungan perkara, berkaitan dengan 
penggabungan perkara pasal 98-101 KUHAP  beliau berpendapat 
bahwa efektif atau tidak tentang pasal penggabungan perkara 
tersebut  itu harus kembali ke kesadaran hukum masing-masing 
korban kejahatan , adapun mekanisme pemberian ganti kerugian 
terhadap korban kejahatan yakni setelah pelaku dinyatakan 
bersalah melalui putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 
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yang tetap dan pemberian restitusi harus di sertai bukti-bukti yang 
nyata misalnya bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan 
dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang 
melakukan perawatan atau pengobatan,fotokopi surat kematian 
dalam hal Korban meninggal dunia, surat keterangan dari 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan 
pemohon sebagai Korban tindak pidana  surat keterangan 
hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga 
dan surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan 
oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga. 
Penulis juga sempat mewawancarai korban kejahatan yang 
tidak menuntut ganti kerugian atas tindak pidana penganiayaan 
tersebut ibu Norman Spd tidak menuntut ganti kerugian terhadap 
pelaku dengan alasan korban tergolong mampu dan korban lebih 
berharap terhadap pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di 
utamakan. selain itu korban juga tidak mengetahui tentang adanya 
penggabungan perkara dan jika menuntut ganti kerugian prosesnya 
akan lama dan menyita waktu, beliau mengatakan bahwa sanksi 
pidana yang di berikan oleh pelaku sudah cukup memberi efek 
jera.Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak 






 Data Tingkat Pendidikan Korban Kejahatan di Kota Makassar. 







1 Sulaiman     Sma  Wiraswasta  
2 Husain     Sma  Wiraswasta 
3 Gunawan     S1 Wiraswasta  
4 Arinda     S1 Wiraswasta  
5 Nursani     Sma  IRT 
6 Rahma sri ekawati    Sma  Wiraswasta  
7 St aisyah    Smp  IRT 
8 Wadjedah     Sma  Mahasiswa  
9 Reza randy 
pratama 
   Sma  Wiraswasta  
10 Ismail said    Sma  Mahasiswa  
11 Arini purnama sari    Sma  Mahasiswa  
12 Gunawan     Sma  Mahasiswa  
13 Sulaiman     S1  Wiraswasta  
14 Zulkarnain     Sma  Mahasiswa  
15 Ainun annisa    SD Pelajar  
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16 Riri     Sma  Mahasiswa 
17 Waldy yulio    Smp  Pelajar  
18 Norman spd    S1  IRT 
19 Ir mustakim    S1 Wiraswasta  
20 Juwita     Sma  Mahasiswa  
21 Ainul alim    Sma  Mahasiswa  
22 A.yusran    Sma  Mahasiswa  
23 Aqmal    Sma  Mahasiswa 
24 Dd    Smp  pelajar  
25 Andi ice f    S2 Wiraswasta  
26 Rahmadhani ismail    Sma  Mahasiswa  
27 Tanning     Sd  IRT 
Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan pemberian 
kuisener. 
Dalam tabel di atas, tampak bahwa korban kejahatan di Kota 
Makassar yang paling banyak adalah yang hanya sampai tingkat 
SMA (50 %), lalu diikuti dengan yang hanya sampai pada tingkat 
SD (23.33 %) , kemudian yang hanya sampai pada tingkat SMP 
(13.33 %), kemudian yang hanya sampai pada S1 (10 %) dan yang 
tidak tamat SD (3.33 %). Dari jumlah korban total 27 ( dua puluh 
tuju) korban kejahatan, yaitu terdapat 1 orang yang tidak tamat 
Sekolah Dasar (SD), 2 (dua ) orang pada tingkat Sekolah Dasar 
(SD), 1 (satu ) orang tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) , 
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18 (delapan belas) orang tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dan 5  (lima ) orang lainnya merupakan tamatan Strata Satu (S1) 
dan 1 (satu) tamatan Strata Dua(s2) di tabel terlihat pada umumnya 
yang mengetahui tentang Penggabungan Perkara hanya yang 
berpendidikan Strata Satu  (S1) tiga orang dan Starata Dua (S2) 
satu orang. 
Hasil wawancara pada tanggal 11 November 2013 oleh 
bapak  Awaluddin selaku penyidik di bagian kasat reskrim 
Polrestabes Makassar beliau berpendapat bahwa kendala-kendala 
itu juga terjawab di tingkat kepolisian, beliau memaparkan bahwa 
selain ketidaktahuan korban mengenai adanya Penggabungan 
Perkara Gugatan Ganti Kerugian di tingkat Pengadilan, korban juga 
merasa rumit dan menyita banyak waktu jika ingin meneruskan 
Gugatan Ganti Kerugian di tingkat Pengadilan.  
Selain itu resiko yang akan dihadapi korban ialah jumlah 
ganti kerugian yang didapatkan tidak sesuai bapak Alimuddin juga 
menjelaskan bahwa meninggalnya tersangka dan tidak terdapat 
cukup bukti sehingga penyidikan dihentikan (SP3). Hal ini jugalah 









A. Kesimpulan  
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan 
dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Secara garis besar implimentasi perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan dalam hal restitusi di Kota 
Makassar belum optimal. Hal ini terkait dari faktor 
bahwa lebih banyak korban menggunakan upaya Non 
Litigasi (Perdata atau mediasi) daripada 
litigasi ,penyelesaian perkara dalam upaya mendapat 
restitusi hal ini terlihat dalam data primer responden 
bahwa 0% tidak memilih jalur Non Litigasi melainkan 
jalur litigasi sebanyak 16%  
2. Kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan 
restitusi bagi korban kejahatan di Kota Makassar, 
antara lain 
 Ketidaktahuan masyarakat akan adanya 
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 
Kerugian di Tingkat Pengadilan. 
72 
 
 Dengan kejadian tersebut memberi efek 
trauma kepada korban  korban tidak mau 
mengingat kejadian tersebut sehingga 
terkendala dalam pemenuhan gant kerugian 
 Sulit bagi korban karena menyita banyak waktu 
dan proses yang berbelit-belit dan jumlah ganti 
rugi yang diputuskan tidak sesuai dengan 
kerugian yang dialami korban selain itu adanya 
perbedaan status sosial pelaku dan korban, 
dalam hal korban memiliki status sosial lebih 
tinggi dari pelaku akan menyulitkan untuk 
menuntut ganti kerugian. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan 
diatas, maka untuk memaksimalkan upaya korban kejahatan untuk 
mendapatkan restitusi dan meminimalisir kendala-kendalanya, 
maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain:  
1. Pihak Pengadilan perlu mengadakan sosialisasi 
mengenai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti 
Kerugian kepada masyarakat-masyarakat awam, agar 
mereka tahu bahwa mereka dapat memperjuangkan 
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haknya di Pengadilan sebagai salah satu bentuk 
perlindungan hukum terhadap korban.  
2.  Mempermudah proses penggabungan perkara 
tentunya akan memudahkan korban untuk 
mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu 
korban.  
3. Penyelesaian dengan jalan kekeluargaan tentunya 
jauh lebih baik apabila ada kesepakatan tentang 
jumlah ganti rugi. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif 
dari pihak kepolisian untuk menjadi mediator yang 
baik.  
Saran yang Penulis paparkan di atas, semoga bisa menjadi 
masukan kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum, 
khususnya dalam hal menangani kasus kecelakaan lalu lintas di 
wilayah hukum Polrestabes Makassar pada khususnya dan seluruh 
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